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BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
NOMOR : 400.14.4 / 117

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Informasi publik dan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pada hari Selasa
tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang
Rapat Prayogasala, Brida Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rapat koordinasi
membahas Daftar Informasi di Brida Provinsi Jawa Tengah yang dikecualikan sebagai uji
konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang dikecualikan. Klasifikasi informasi yang
dikecualikan dimaksud berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan
Informasi Publik Penyelenggaraan Informasi publik;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi
Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali sebagai berikut:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang
mengetahui adanya tindak pidana;

3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan
dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau
keluarganya; dan/ atau

5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak
hukum.



b.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan
dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan
dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

Dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanaan
negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi;

Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana
pengembangannya;

Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi
militer;

Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada
segala tindakan dan/ atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik I ndonesia dan/ atau data terkait
kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut
sebagai rahasia atau sangat rahasia;

Sistem persandian negara; dan/ atau
Sistem intelijen negara.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik
dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham
dan aset vital milik negara;

Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi
keuangan;

Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan
pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya;

Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
Rencana awal investasi asing;

Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan
lainnya; dan/ atau

Hal-hal yéng berkaitan dengan proses pencetakan uang.



f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam
hubungannya dengan negosiasi internasional;

2) Korespondensi diplomatik antar negara;

3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan
hubungan internasional; dan/ atau

4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
seseorang;
3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan
satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang — undangan tersebut, bahwa Brida
Provinsi Jawa Tengah untuk Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) terlampir Lembar
Pengujian Konsekuensi.



Demikian berita acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang

ditanda tangani para Pejabat Struktural Eselon III di Brida Provinsi Jawa Tengah.

Pejabat Struktural Eselon III di Brida Provinsi Jawa Tengah
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LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 400.14.4/117 TAHUN 2025

Pada hari ini, hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Semarang telah dilakukan
Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi
(berisi informasi
tertentu yang akan
dikecualikan)

Dasar Hukum
Pengecualian
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik
(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktunya)

Proses penelitian
(data, foto, video,
rekaman wawancara)

. Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 hurufb

. Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 hurufh

Masih harus dilakukan
proses pengolahan dan
penyelesaian proses
penelitian dari data dan
informasi tersebut.

Mencegah terjadinya
penyalahgunaan serta
kesalahpahaman
(misunderstanding)
informasi jika hasil

penelitian belum selesai.

Dibuka ketika ada
ijin narasumber dan
sudah selesai
penelitian

Proses penyusunan
naskah kebijakan
(PP/PB) (sumber
data, pengolahan,
analisis)

C.

. Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 hurufb

. Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 huruf h
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 hurufi

Masih harus dilakukan
proses pengolahan dan
penyelesaian policy brief dan
policy paper dari data dan
informasi tersebut.

Mencegah terjadinya
kesalahpahaman
(misunderstanding)
masukan dan arahan
kebijakan.

Dibuka ketika ada
ijin tim penyusun
dan naskah
kebijakan telah
dirilis untuk umum




Proses penyusunan
studi pendahuluan
(pengambilan
data/sumber data,
pengolahan, analisis)

a. Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 hurufb

b. Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 hurufh

Masih harus dilakukan
proses pengolahan dan
penyelesaian sebagai satu
rangkaian dalam studi
pendahuluan.

Mencegah terjadinya
kesalahpahaman
(misunderstanding) pada
tahap awal dalam proses
penelitian

Dibuka ketika ada
jjin narasumber dan
hasil studi
pendahuluan telah
dilaksanakan

Data pribadi
responden
wawancara penelitian

. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi

Publik, Pasal 17 hurufb

. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi

Publik, Pasal 17 huruf h

. UU No 27 Tahun 2022 -

Perlindungan data
pribadi

Apabila dibuka bagi publik
dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
maka dapat mengganggu
keamanan
informan /responden; data
pribadi informan /responden
dapat disalahgunakan pihak-
pihak yang tidak
bertanggungjawab.

Apabila ditutup bagi
publik maka kepentingan
pribadi dan hak asasi
informan /responden
dapat terlindungi

Dibuka apabila di
jjinkan oleh
responden

Spesifikasi dan
Rancang Bangun
Rekayasa Inovasi

Teknologi (Sebelum
dipatenkan)

. Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi

Publik, Pasal 17 huruf b
b. UU Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten

Apabila dibuka bagi publik
dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
maka dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat.

Apabila ditutup bagi
publik maka hak atas
kekayaan intelektual
terlindungi dan
mencegah persaingan
usaha tidak sehat.

Sampai dengan
Sertifikasi KI rilis




Publikasi video
inovasi (Sebelum
Sertifikat Kekayaan
Intelektual rilis)

a. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi

Publik, Pasal 17 hurufb
b. UU Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten

Apabila dibuka tanpa adanya
legalitas Kekayaan Intelektual
dan seizin inventor dapat
dicuri informasinya

Melindungi informasi dan
Kekayaan Intelektual
pada inovasi tersebut

Sampai dengan
sertifikasi KI rilis

Proses penilaian Juri
dan nilai penjurian
pada Lomba Krenova
dan Penjaringan
Inovasi Masyarakat

a. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi

Publik, Pasal 17 huruf b

Mengganggu kepentingan
perlindungan Hak Atas Juri

Melindungi Independensi
pada juri dan melindungi
Hak penilaian pada juri

Dibuka apabila di
jjinkan oleh Panitia
(BRIDA)

Proses penilaian
Kompetisi Inovasi
Daerah

a. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi

Publik, Pasal 17 hurufb

Mengganggu kepentingan hak
asasi juri dan berpotensi
terjadi konflik kepentingan

Melindungi Independensi
pada juri dan melindungi
Hak penilaian pada juri

Dibuka apabila di
jjinkan oleh Panitia
(BRIDA)

Data Pribadi SDM
Periset
(Data pribadi dan
informasi kesehatan;
Catatan kejahatan;

a. Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi

Publik, Pasal 17 hurufh

b. UU No 27 Tahun 2022 -

Yang diperbolehkan dibuka
adalah data tentang

Apabila ditutup informasi
data pribadi dan yang
bersifat rahasia dapat

Dibuka apabila di
jjinkan oleh Periset

keuangan pribadi; Perlindungan data kepakaran/kompetensi terlindungi yang bersanglkutan
Data lainnya sesuai pribadi
perundangan)
Dokumen proses a. Undang-Undang Nomor Melind |k ’
evaluasi dan 14 Tahun 2008 tentang a. Mengganggu kepentingan a. Ve 11n Clil gl eI;;:le%an
penawaran tender Keterbukaan Informasi perlindungan Hak Atas p;rlin unga}n lekt :is Dibuk lah di
(rincian harga Publik, Pasal 17 hurufb Kekayaan Intelektual ckayaan Intelektu 1buka sg.te 1
satuan) b. Undang-Undang Nomor b. Menimbulkan persaingan b. Mencegah persaingan audit
pengadaan 30 Tahun 2000 tentang usaha yang tidak sehat usaha yang tidak
barang/jasa Rahasia Dagang, Pasal 2 sehat




